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ABSTRACT 

This study aimed to analyze factors affect taxpayer’s intention about the tax evasion. These 

factors are the fairness, tax system, discrimination and money ethic against the taxpayer’s Intention 

about the tax evasion.  

The population in this study are individual taxpayers who registered in KPP Pratama 

Semarang Candisari. In this research used primer data include questionnaires, which are distributed 

via google forms to personal obligation tax. The sample technique in this study is determined by 

sampling convenience method. The data were analysed by SmartPLS 3.0.  

 The results of this study show that the fairness, tax systems, discrimination and money ethic 

have a positive and significant effect on taxpayer’s intention about the tax evasion.  

These findings suggest that tax evasion is viewed as unethical acts. Direktorat Jenderal Pajak 

needs to hold socialization that tax revenue are importance for the development in order to increase 

awareness of taxation, especially in Semarang. 
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PENDAHULUAN 

Indonesia ialah negara hukum yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban dari setiap 

masyarakatnya. Salah satu unsur upaya dalam menjunjung kewajiban kenegaraan dalam masyarakat 

yaitu melalui perpajakan. Pajak menjadi salah satu instrumen penerimaan bagi negara yang 

bertanggung jawab dalam mewujudkan serta memajukan kesejahteraan dan kemakmuran 

masyarakat. Semakin meningkatnya kebutuhan negara dan pesatnya perkembangan teknologi 

mempengaruhi pendanaan negara yang meningkat, sehingga sangat dibutuhkan kepatuhan dari wajib 

pajak dalam membayar pajaknya. Indonesia memberlakukan salah satu sistem dalam pemungutan 

pajak yaitu self assessment system yakni dengan membebaskan wajib pajak dalam menghitung, 

melaporkan dan membayar beban pajaknya secara independen. Namun, hal ini menjadi peluang bagi 

rakyat untuk memanipulasi dan melakukan kecurangan pajak yang dapat mendorong timbulnya 

penggelapan pajak (Maharani et al., 2021).  

Berdasarkan laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2020, realisasi penerimaaan 

pajak tahun 2020 sebesar Rp. 1.198,80 triliun, jumlah tersebut menunjukkan penurunan sebesar 

19,7% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp.  1.332,06 triliun. Salah satu penyebab merosotnya 

penerimaan pajak tersebut ialah belum tercapainya target otoritas dalam realisasi laporan SPT 

Tahunan PPh yang dilakukan oleh wajib pajak dengan memanfaatkan celah-celah untuk melakukan 

tindakan ilegal dalam perpajakan (Kementerian Keuangan, 2021). Dalam upaya meminimalkan 

beban pajaknya, wajib pajak dapat menggunakan beberapa cara yaitu: penggelapan pajak dan 

penghindaran pajak (Mujiyati et al., 2017).  

Penggelapan pajak diartikan sebagai wajib pajak yang menjalankan usaha untuk meminimalisir 

beban pajak yaitu dengan melakukan tindakan menentang dan melanggar peraturan UU (unlawful) 

yang berlaku (Mardiasmo, 2011). Penggelapan pajak termasuk dalam tindakan ilegal, karena 
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tindakan tersebut melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku. Beberapa aksi penggelapan 

pajak oleh wajib pajak diantaranya pengabaian mengenai ketentuan formal yang ada dalam 

perpajakan dimana hal tersebut telah menjadi kewajibannya, melakukan pemalsuan dokumen serta 

kurangnya kelengkapan dan pengisian data yang salah. Penyebab lain dari penggelapan pajak yaitu 

wajib pajak yang masih kurang kesadarannya akan kewajiban negara, rendahnya kepatuhan terhadap 

peraturan dan keyakinan wajib pajak bahwa semua yang telah mereka bayarkan bukanlah apa yang 

akan mereka peroleh.  

Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya dapat dipengaruhi oleh niat 

dari wajib pajak tersebut. Silmi & Hamid (2021) menjelaskan bahwa timbulnya niat dalam individu 

untuk melakukan kecurangan dan penggelapan pajak dipengaruhi oleh anggapan mengenai 

pembayaran pajak yang dilakukan ialah tindakan yang merugi dan dapat mengurangi pendapatannya. 

Selain itu, anggapan wajib pajak terkait pemanfaatan dan pengalokasian dana pajak yang telah 

dibayarkan tidak transparan. Salah satu model teori yang dipakai dalam memperkirakan niat dari 

seseorang yaitu TPB (theory of planned behavior) yang merupakan timbulnya perilaku dari individu 

dipengaruhi oleh niat yang kemudian niat dalam bertindak mendapat pengaruh dari tiga faktor yakni 

kontrol perilaku yang dipersepsikan, norma subjektif dan sikap akan perilaku (Ajzen, 1991). 

Puspitaningrum (2018) menyatakan bahwa digunakannya model teori TPB ini karena teori tersebut 

merupakan teori yang berkaitan dengan perilaku dan memang sudah terbukti menjelaskan secara 

positif bahwa dapat dipersepsikan dalam norma subyektif, kontrol terhadap perilaku dan sikap yang 

memiliki pengaruh dengan patuh atau tidaknya wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban 

pajaknya.  

Beberapa peneliti sebelumnya mengemukakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindakan 

penggelapan pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak tersebut sebagai variabel 

independen pada penelitian ini yaitu keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi pajak dan etika 

uang (money ethic) yang diimplikasikan dan dikembangkan dari penelitian Ariyanto et al., (2020). 

Permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh keadilan 

pajak, sistem perpajakan, diskriminasi pajak dan etika uang terhadap niat wajib pajak mengenai 

penggelapan pajak (tax evasion). Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti 

secara empiris bagaimana keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi pajak dan etika uang dapat 

memberikan pengaruh terhadap niat wajib pajak mengenai penggelapan pajak. 

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk Kantor Pelayanan Pajak yaitu dapat 

dijadikan sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran mengenai pengaruh keadilan pajak, 

sistem perpajakan, diskriminasi pajak dan etika uang terhadap kemungkinan terdeteksinya 

penggelapan pajak serta memberikan kesadaran agar pajak yang dibayarkan dapat sesuai dengan 

jumlah yang ditetapkan. Selain itu, manfaat bagi akademisi yaitu dapat digunakan sebagai referensi 

dalam menambah pengetahuan mengenai pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi 

pajak dan etika uang terhadap penggelapan pajak dan dapat menambah kontribusi terhadap 

penelitian-penelitian sebelumnya serta dijadikan sebagai masukkan dan pembanding tambahan untuk 

penelitian lain yang serupa.  

 
KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Theory of Planned Behavior (TPB) 

Penelitian ini menggunakan Theory of Planned Behavior (TPB) sebagai landasan teori di 

mana Ajzen (1991) menyatakan bahwa theory of planned behavior adalah teori yang menerangkan 

bahwa perilaku yang ditunjukkan oleh individu timbul kaena adanya niat untuk berperilaku. 

Timbulnya niat untuk berperilaku dapat ditentukan oleh 3 faktor penentu, yaitu: (a) behavioral 

beliefs, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut, (b) 

normative beliefs, yaitu keyakinan individu mengenai harapan normative orang lain dan motivasi 

untuk memenuhi harapan tersebut, dan (c) control beliefs, yaitu keyakinan individu mengenai hal-

hal yang menghambat ataupun mendukung perilaku yang akan ditunjukkan serta persepsi mengenai 

seberapa kuat hambatan dan dukungan terhadap perilakunya tersebut.  

Apabila kepatuhan dalam membayar pajak dikaitkan dengan niat dalam teori TPB maka niat 

dalam membayar pajak merupakan keinginan seseorang, di mana perilaku patuh tersebut dapat 

timbul karena sebelumnya wajib pajak terlah memiliki niat untuk mematuhi kewajiban pajaknya 

(Puspitaningrum, 2018). Selain itu, sikap patuh atau tidaknya wajib pajak dapat dipengaruhi oleh 
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pertimbangan rasional, di mana pertimbangan tersebut berkaitan dengan manfaat uang diperoleh dari 

pajak dan pengaruhnya pihak lain dalam pengambilan keputusan perpajakan (Subekti, 2016). 

Faktor penentu dalam perilaku tersebut dapat dikaitkan dengan variabel yang digunakan 

pada penelitian ini, yaitu behavioral beliefs dapat dikaitkan dengan keadilan dan sistem perpajakan. 

Kemudian untuk normative beliefs dapat dikaitkan dengan diskriminasi pajak di mana keseimbangan 

dalam pemberian pelayanan kepada wajib pajak dapat mencegah timbulnya diskriminasi dalam 

perpajakan dan membuat penilaian yang baik pada wajib pajak mengenai harapan adanya 

keseimbangan dan keadilan serta kemudahan dalam menjelankan kewajiban pajaknya. Sedangkan, 

control belifs dapat dikaitkan dengan etika uang (money ethic). Di mana etika uang pada wajib pajak 

bergantung pada bagaimana wajib pajak tersebut dapat mengontrol etikanya terhadap uang. Semakin 

tinggi etika uang atau cinta terhadap uang yang ada pada wajib pajak, maka akan mendorong wajib 

pajak tersebut untuk berperilaku tidak etis. Namun, apabila rendahnya etika uang pada wajib pajak 

tersebut dapat mendukungnya untuk berperilaku etis yaitu mematuhi kewajiban perpajakannya. 

Dengan begitu ketika keadilan perpajakan baik, sistem perpajakan yang diterapkan baik, 

tidak adanya diskriminasi perpajakan dan etika uang pada wajib pajak yang dapat dikontrol, maka 

dapat mendorong timbulnya motivasi pada wajib pajak untuk tidak melakukan tindakan yang 

melanggar hukum seperti penggelapan pajak. 

 
Variabel Independen                                                           Variabel Dependen 

  

 

 

 

 

 
Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Niat Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak 

Teori TPB (theory of planned behavior) mendasari bagaimana keadilan pada sistem 

perpajakan memberi pengaruh pada kepatuhan pajak. Sikap dan niat dari wajib pajak dalam 

memenuhi kewajiban pajaknya mendapat pengaruh dari keadilan yang diterapkan. Pada perundang-

undangan, keadilan dapat tercapai apabila adanya pemerataan dalam pembebanan pajak dan 

menyesuaikan pada kapabilitas tiap individunya. Sementara dalam proses pelaksanaannya, keadilan 

dapat dicapai dengan memberi hak kepada wajib pajak untuk berani mengutarakan pembayaran yang 

ditunda, adanya keberatan, dan menyampaikan pengaduan kepada Dewan Pertimbangan Pajak. 

Tindakan penggelapan pajak akan menjadi perilaku yang dinilai tidak baik apabila 

pemerintah menerapkan keadilan dengan tingkat yang tinggi. Sedangkan penggelapan pajak akan 

dianggap tindakan yang baik apabila pemerintah menerapkan keadilan dengan tingkat yang rendah. 

Sebagaimana sesuai dengan penelitian Sudiro et al., (2021) bahwa keadilan pajak berpengaruh 

negatif terhadap persepsi wajib pajak atas penggelapan pajak. Sejalan pula dengan penelitian Santana 

et al., (2020) yang menyatakan bahwa keadilan yang diterapkan dalam pajak berpengaruh negatif 

terhadap persepsi wajib pajak atas tindakan penggelapan pajak yang terjadi.  

Penelitian lain oleh Paramita & Budiasih (2016) dalam penelitiannya mengungkapkan 

bahwa persepsi wajib pajak dengan keadilan pajak memiliki pengaruh negatif terhadap penggelapan 

pajak yang dilakukan. Keadilan dalam perpajakan memberi pengaruh baik tinggi ataupun rendahnya 

kepatuhan dari wajib pajak dalam memenuhi beban perpajakannya. Berdasarkan penjelasan teori di 

atas, maka dalam penelitian ini menyatakan hipotesis sebagai berikut:  

H1 : Keadilan Pajak berpengaruh negatif terhadap niat wajib pajak mengenai penggelapan 

pajak 

 
Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Niat Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak 

Keadilan Pajak 

 

H1 (-) 

Sistem Perpajakan 

Niat Wajib Pajak Mengenai 

Penggelapan Pajak 
 

H2 (-) 

Diskriminasi Pajak H3 (+) 

Etka Uang (Money Ethic) 
H4 (+) 
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Sistem perpajakan adalah metode yang digunakan dalam mengumpulkan pajak yang 

dibayarkan oleh wajib pajak (Ermaya, 2018). Indonesia menerapkan salah satu sistem perpajakan 

yakni self assessment system, yaitu pihak yang secara aktif menghitung, menyetor dan melaporkan 

kewajiban pajaknya adalah wajib pajak. Sistem perpajakan yang diterapkan dijadikan sebagai acuan 

oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, di mana keberhasilan sistem dalam 

perpajakan dapat dicapai dengan adanya kerjasama antara fiskus dan wajib pajak (Faradiza, 2018). 

Apabila sistem yang diberlakukan sudah cukup baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka 

wajib pajak akan memberi respon yang baik dan patuh terhadap kewajiban perpajakannya. 

Sedangkan, apabila sistem yang diberlakukan dirasa belum cukup baik oleh wajib pajak, maka dapat 

menurunkan kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan mendorong timbulnya 

tindakan penggelapan pajak.  

Berdasarkan penelitian Winarsih (2018) sistem perpajakan berpengaruh negatif atas perilaku 

penggelapan pajak. Sejalan pula dengan penelitian Hasanah & Mutmainah (2020), sistem perpajakan 

berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak atas etika penggelapan pajak. Penelitian lain oleh 

Rachmadeka & Andayani (2021), sistem perpajakan memiliki pengaruh dan memberi dampak pada 

persepsi etika penggelapan pajak. Berdasarkan penjelasan teori di atas, maka dalam penelitian ini 

menyatakan hipotesis sebagai berikut:  

H2 : Sistem Perpajakan berpengaruh negatif terhadap niat wajib pajak mengenai penggelapan 

pajak 

 
Pengaruh Diskriminasi Pajak terhadap Niat Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak 

Diskriminasi pada perpajakan dapat berupa ketidakadilan peraturan-peraturan yang 

ditetapkan oleh pemerintah, dimana peraturan tersebut memberi keuntungan hanya pada pihak 

tertentu atau dapat dijelaskan pula sebagai diskriminasi dalam tindakan kepada semua wajib pajak 

(Silaen, 2015). Apabila terdapat aparat pajak yang melakukan diskriminasi, maka hal tersebut dapat 

menimbulkan asumsi dan pemikiran buruk dari masyarakat terhadap aparatur perpajakan. Dengan 

begitu, dapat memicu timbulnya keberanian dari wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. 

Tingkat diskriminasi yang tinggi pada perpajakan dapat menimbulkan pandangan pada wajib pajak 

terkait tidak etisnya tindakan penggelapan pajak tersebut untuk dilakukan, begitu pula jika tingkat 

diskriminasi yang terjadi rendah maka pandangan wajib pajak terkait tindakan penggelapan pajak 

tidaklah etis dilakukan.  

Berdasarkan penelitian Komang & Julianti (2017) diskriminasi dalam perpajakan 

berpengaruh secara positif terhadap tindakan penggelapan pajak. Penelitian lain oleh Pratiwi & 

Prabowo (2019) mengungkapkan bahwa diskriminasi dalam perpajakan memiliki pengaruh terhadap 

perilaku penggelapan pajak. Sejalan pula dengan penelitian Zainuddin et al., (2021) diskriminasi 

pajak memiliki pengaruh positif atas tindakan penggelapan pajak. Berdasarkan penjelasan teori di 

atas, maka dalam penelitian ini menyatakan hipotesis sebagai berikut: 

H3 : Diskirminasi Pajak berpengaruh positif terhadap niat wajib pajak mengenai penggelapan 

pajak 

 
Pengaruh Etika Uang (Money Ethic) terhadap Niat Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak 

Etika uang (money ethic) dapat diartikan sebagai pandangan seseorang terhadap uang Razif 

& Rasyidah (2019) Tingginya etika terhadap uang dapat disebut pula sebagai love of money (cinta 

uang) yang memiliki arti bahwa penerapannya dilakukan ketika individu memiliki minat yang besar 

atas uang dan memiliki anggapan bahwa uang adalah segalanya dalam hidup. Semakin tinggi etika 

uang pada diri individu maka semakin tinggi pula sikap tidak etis yang diperlakukan oleh individu 

terhadap uang seperti melakukan tindakan penggelapan pajak (Lau et al., 2013). Hal tersebut dapat 

dikatakan semakin tinggi kecintaan (high money ethics) individu terhadap uang akibatnya cenderung 

melakukan tindakan penggelapan pajak dibandingkan individu yang memiliki rasa cinta lebih rendah 

atas uang (low money ethics).  

Berdasarkan penelitian Liefa & Dewi (2020) membuktikan bahwa etika uang berpengaruh 

positif terhadap tindakan penggelapan pajak. Penelitian lain oleh Nugroho et al., (2020) etika uang 

berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Sejalan pula dengan penelitian Ashari et al., (2020) etika 

uang berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak. Dapat dibandingkan 

untuk individu dengan tingkat etika terhadap uang lebih tinggi dapat memicu timbulnya sikap tidak 
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etis, sementara individu yang mempunyai etika uang lebih rendah akan bersikap etis. Berdasarkan 

penjelasan teori di atas, maka dalam penelitian ini menyatakan hipotesis sebagai berikut: 

H4 : Etika Uang (money ethic) berpengaruh positif terhadap niat wajib pajak mengenai 

penggelapan pajak 

METODE PENELITIAN 

Variabel Penelitian 

Variabel dependen pada penelitian ini yaitu persepsi wajib pajak mengenai etika 

penggelapan pajak. Sementara itu, variabel independennya ialah keadilan pajak, sistem perpajakan, 

diskriminasi pajak dan etika uang (money ethic). Penggunaan pengukuran pada penelitian ini 

memakai skala likert 1 sampai 5. Dengan skala 1 sangat tidak setuju, skala 2 tidak setuju, skala 3 

netral, skala 4 setuju, dan skala 5 sangat setuju. Pengukuran skala yang digunakan untuk penelitian 

ini yaitu dengan skala interval yag penjabaran indikator untuk setiap variabelnya disajikan pada table 

berikut:  

 
Tabel 1 

Variabel dan Pengukuran 

Variabel Item 

Dependen: 

Niat wajib pajak atas 

penggelapan pajak 

a. Pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak 

b. Tingginya tarif pajak 

c. Manfaat bagi wajib pajak 

d. Hukum perpajakan yang lemah 

e. Kelengkapan pelaporan SPT 

f. Sanksi tegas bagi pelanggar pajak 

g. Buruknya kinerja pemerintah dan aparat pajak 

Independen: 

Keadilan Pajak 

a. Pengenaan beban pajak seimbang antar wajib pajak 

b. Pengenaan beban pajak disesuaikan penghasilan wajib pajak 

c. Pengenaan beban pajak sesuai kemampuan wajib pajak 

d. Pembebanan pajak disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak 

Sistem Perpajakan  a. Pemerataan distribusi dana 

b. Pemberlakuan tarif pajak di Indonesia 

c. Penerapan fasilitas sistem perpajakan 

d. Sosialisasi proses pembayaran pajak 

Diskriminasi Pajak  a. Diskriminasi dalam hukum perpajakan 

b. Diskriminasi agama, ras, dan budaya 

c. Perbedaan pendapat politik 

d. Pengurangan pajak akibat pembayaran zakat 

e. Pengenaan kredit perbankan 

Etika Uang (money 

ethic) 

a. Motivation (motivasi) 

b. Success (sukses) 

c. Achievement (pencapaian) 

d. Social influencer (pengaruh sosial) 

e. Happiness (kebahagiaan) 

f. Richness (kekayaan) 

 

Populasi dan Sampel 

Populasi pada penelitian ini yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi bertempat tinggal di Kota 

Semarang dan telah terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari serta melakukan kewajiban 

pajaknya. Penentuan jumlah sampel pada penelitian ini menggunakan rumus Slovin dan diperoleh 

jumlah 100, maka dibutuhkan 100 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Semarang 

Candisari.  

Penelitian ini dilakukan dengan metode survey, di mana peneliti memperoleh data langsung 

dari pihak pertama (data primer). Metode pengumpulan data penelitian ini melalui penyebaran 

kuesioner dengan metode pengambilan sampelnya yaitu convenience sampling, yaitu pengambilan 

sampel dengan memilih secara bebas sumber yang cocok dan sesuai untuk diambil sebagai sampel. 
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Teknik pengambilan sampel ini dipilih karena mempertimbangkan lokasi KPP yang mudah 

dijangkau sehingga memudahkan peneliti untuk mengumpulkan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini.  

 

Metode Analisis 

Metode analisis data pada penlitian ini menggunakan metode Partial Least Square (PLS). 

Metode PLS ini merupakan metode analisis yang sifatnya powerfull dengan teknik analisis data yang 

dapat dikatakan baru dan banyak diminati. Dimana proses analisis data yang dilakukan tidak 

memerlukan data yang didistribusikan secara normal atau dapat dilakukan dengan jumlah sampel 

yang sedikit. Metode analisis SEM-PLS ini di dalamnya mencakup dua sub model yakni 

measurement model (model pengukuran) atau dapat diartikan pula outer model dan structural model 

(model structural) yang dapat disebut juga inner model (Ghozali & Latan, 2015). 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Objek Penelitian 
Penelitian ini menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada Wajib Pajak 

Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Candisari. Kuesioner yang disebarkan kepada 100 

responden dengan pengembalian kuesioner sebagai berikut: 

Tabel 2 

Tingkat Pengembalian Kuesioner 

  

 

Sumber: Data primer yang diolah, 2022 

Statistik Deskriptif 

Tabel 3 

Statistik Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Keadilan Pajak 100 6 20 14.95 2.603 

Sistem 

Perpajakan 

100 5 25 19.27 3.607 

Diskriminasi 

Pajak 

100 6 25 18.53 3.486 

Etika Uang 100 8 30 21.17 4.985 

Penggelapan 

Pajak 

100 8 35 29.65 5.997 

Valid N 

(litwise) 

100     

 Sumber: Data olah SPSS, 2022 
Berdasarkan tabel 3 di atas menunjukkan hasil uji statistic deskriptif untuk variabel secara 

menyeluruh berjumlah 100 sampel (N). Untuk hasil nilai minimum dan maksimumnya diperoleh dari 

penjumlahan untuk setiap indikatornya. Sehingga, dapat diperoleh nilai minimum responden untuk 

variabel Keadilan Pajak (Xı) sebesar 6 sedangkan untuk nilai maksimumnya sebesar 20, sehingga 

diperoleh skor jawaban rata-rata (mean) 14,95 dan standar deviasi 2.603. Dimana dapat diartikan 

bahwa nilai mean yang memiliki jumlah lebih besar dari nilai standar deviasi menunjukkan 

penyimpangan data yang terjadi rendah, sehingga penyebaran nilainya merata.  
Jawaban nilai minimum responden untuk variabel Sistem Perpajakan (X₂) yaitu 5 dan nilai 

maksimumnya yaitu 25 yang diperoleh dari penjumlahan untuk setiap indikatornya, sehingga 

Daftar Klasifikasi Jumlah  

Jumlah kuesioner yang disebar 100 

Jumlah kuesioner yang kembali 100 

Jumlah kuesioner yang kembali dengan jawaban tidak lengkap 0 

Jumlah kuesioner yang tidak kembali 0 

Jumlah kuesioner yang diolah 100 

Usable Respond Rate 100% 
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diperoleh skor jawaban nilai rata-rata (mean) 19,27, dan standar deviasi 3.607. Dimana dapat 

diartikan bahwa nilai mean yang memiliki jumlah lebih besar dari nilai standar deviasi menunjukkan 

penyimpangan data yang terjadi rendah, sehingga penyebaran nilainya merata. 

Jawaban nilai minimum responden untuk variable Diskriminasi Pajak (X₃) sebesar 6 dan 

nilai maksimumnya yaitu 25 yang diperoleh dari penjumlahan untuk setiap indikatornya, sehingga 

diperoleh skor jawaban nilai rata-rata (mean) 18,53 dan standar deviasi sebesar 3.486. Dimana dapat 

diartikan bahwa nilai mean yang memiliki jumlah lebih besar dari nilai standar deviasi menunjukkan 

penyimpangan data yang terjadi rendah, sehingga penyebaran nilainya merata. 

Jawaban nilai minimum responden untuk variabel Etika Uang (X₄) sebesar 8 dan nilai 

maksimumnya yaitu 30 yang diperoleh dari penjumlahan untuk setiap indikatornya, sehingga 

diperoleh skor jawaban nilai rata-rata (mean) 21,17 dan standar deviasi 4.985. Dimana dapat 

diartikan bahwa nilai mean yang memiliki jumlah lebih besar dari nilai standar deviasi menunjukkan 

penyimpangan data yang terjadi rendah, sehingga penyebaran nilainya merata. 

Penggelapan Pajak (Y) bernilai minimum sebesar 8 yang dan nilai maksimumnya yaitu 35 

yang diperoleh dari penjumlahan untuk setiap indikatornya, sehingga diperoleh skor jawaban nilai 

rata-rata (mean) 29,65 dan standar deviasi 5.997. Dimana dapat diartikan bahwa nilai mean yang 

memiliki jumlah lebih besar dari nilai standar deviasi menunjukkan penyimpangan data yang terjadi 

rendah, sehingga penyebaran nilainya merata. 

 
Uji Model Pengukuran (Outer Model) 

Convergent Validity 

Dasar yang menyatakan bahwa seharusnya variabel manifes dari suatu konstruk memiliki 

korelasi yang tinggi. Pengujian ini berdasarkan pada tiap konstruk dengan nilai loading factor yaitu 

0,50. Dengan begitu, terpenuhinya convergent validity apabila nilai loading factor ≥ 0,50 dan jika 

nilainya kurang dari 0,50 maka perlu mengeliminasi konstruk dari analisis. Pengujian convergent 

validity pada penelitian ini dilakukan sebanyak dua kali, di mana hal tersebut karena didapatinya 

salah satu indikator pada variabel keadilan pajak memiliki nilai loading factor dibawah 0,50. 

Sehingga, indikator tersebut dieliminasi dan dilakukan pengujian ulang dengan hasil sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1 

Diagram Jalur Hubungan diserta Nilai Loading Factor setelah Eliminasi 

Sumber: Data olah SMartPLS, 2022 

 
Discriminant Validity 

Pengujian discriminant validity berkaitan dengan dasar yang menyatakan bahwa seharusnya 

variabel manifes (pengukur konstruk) yang terdapat perbedaan tidak memiliki korelasi yang tinggi 
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dengan variabel manifes yang lain. Pengujiannya melalui nilai Average Variance Extracted (AVE) 

dengan tiap konstruk melebihi 0,5 (Ghozali, 2011). 

 

 
 

 
Tabel 4 

Hasil Uji Nilai AVE 

  AVE (Average Variance Extracted) 

DP 0,666 

PP 0,838 

EU 0,695 

KP 0,792 

SP 0,713 

  Sumber: Data olah PLS 2022 
Berdasarkan table 4 maka dapat diperoleh nilai AVE > 0,5, sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa telah terpenuhinya kriteria pengujian discriminant validity pada variabel secara 

menyeluruh. 

 
Composite Reliability 

Pengujian ini dilakukan untuk memberikan bukti terkait ketepatan, konsistensi, akurasi dari 

instrumen yang ada pada pengukuran konstruk. Pengukuran reliabilitas suatu konstruk menggunakan 

PLS dapat dilakukan dengan composite reliability. Reliabilitas baik yang dimiliki variabel, dapat 

menunjukkan nilai composite reliability > 0,70 (Ghozali, 2011). 

Tabel 5 

Hasil Uji Nilai Composite Reliability 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Sumber: Data olah PLS 2022 

Berdasarkan tabel 5 di atas, menunjukkan hasil composite reliability dari konstruk secara 

menyeluruh bernilai lebih dari 0,7. Sehingga, kesimpulannya semua variabel manifes mempunyai 

ketepatan, konsistensi, dan akurasi dalam melakukan pengukuran konstruk secara baik. 

 

Uji Model Struktural (Inner Model) 

Koefisien Determinasi (R²) 
Koefisien determinasi diuji guna meninjau angka yang menunjukkan bagaimana pengaruh 

dari variabel laten eksogen terhadap variable laten endogen. Besaran untuk nilai R-Square ini yaitu 

0,25, 0,50, dan 0,75 atau dapat dijelaskan sebagai model lemah, modeate dan kuat (Ghozali & Latan, 

2015). 

Tabel 6 

Hasil Koefisien Determinasi (R²) 

Variabel Laten R Square 

PP (Penggelapan Pajak) 0,912 

Sumber: Data olah PLS 2022 

Variabel Composite Reliability Hasil 

DP 0,909 Terpenuhi 

PP 0,973 Terpenuhi 

EU 0,931 Terpenuhi 

KP 0,919 Terpenuhi 

SP 0,925 Terpenuhi 
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Berdasarkan tabel 6 diatas nilai R-Square diperoleh sebesar 0,912 atau 91,2%. Dengan 

penjelasannya yaitu pembentukan dari variabel Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi 

Pajak dan Etika Uang secara bersamaan memberikan pengaruh sebesar 91,2% terhadap Penggelapan 

Pajak. Sedangkan sebanyak 8,2% sisanya merupakan pengaruh yang diberikan oleh variabel lainnya 

di luar penelitian. 

 

F-Square 
Pengujian F-Square bertujuan guna memberi penilaian terhadap dampak relatif dari variable 

eksogen terhadap variable endogen. Uji F-Square ini memiliki tiga kriteria di dalamnya, diantaranya: 

(1) pengaruh variabel eksogen pada endogen kecil jika nilai f-square 0,02, (2) pengaruh variabel 

eksogen pada endogen sedang jika nilai f-square 0,15, (3) pengaruh variabel eksogen pada endogen 

besar jika nilai f-square 0,35.  
Tabel 7 

Hasil F-Square 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data olah PLS 2022 

Berdasarkan tabel 7 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: (a) nilai f-square variabel 

Diskriminasi Pajak (DP) menunjukkan hasil 0,082 berarti variabel Diskriminasi Pajak memberikan 

pengaruh yang kecil terhadap variabel Penggelapan Pajak (PP), (b) nilai f-square variabel Etika Uang 

(EU) menunjukkan hasil 0,052, berarti variabel Etika Uang memberikan pengaruh yang kecil pula 

terhadap variabel Penggelapan Pajak (PP), (c) nilai f-square variabel Keadilan Pajak (KP) 

menunjukkan hasil 0,157, berarti variabel Keadilan Pajak memberikan pengaruh yang sedang 

terhadap variabel Penggelapan Pajak (PP), (d) nilai f-square variabel Sistem Perpajakan (SP) 

menunjukkan hasil 0,468, berarti variabel Sistem Perpajakan memberikan pengaruh yang besar 

terhadap variabel Penggelapan Pajak (PP). 

 
Uji Hipotesis 

Tabel 8 

Uji Hipotesis dari Path Coefficient (Mean, STDEV, T-Values) dan Kriteria Keputusan 

Variabel 

Sumber: Data olah PLS 2022 

Berdasarkan tabel 8 di atas, pengujian dengan metode PLS secara statistik menggunakan 

simulasi untuk tiap hipotesisnya. Metode bootstrap dilakukan pada penelitian ini terhadap sampel 

dengan hasil signifikan dari analisis PLS apabila T-statistik > 1,96. Tabel 8 di atas dapat dijelaskan 

bahwa hubungan tiap variabelnya yaitu Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Pajak dan 

Etika Uang dengan Penggelapan Pajak ialah signifikan dengan nilai T-statistik dari masing-masing 

variabel yang lebih besar dari 1,96 yaitu 3,289 untuk Keadilan pajak, 5,757 untuk Sistem Perpajakan, 

2,619 untuk Diskriminasi Pajak dan 2,292 untuk Etika Uang. Dengan begitu, dapat diartikan bahwa 

Variabel Laten  Penggelapan Pajak (PP) 

Diskriminasi Pajak (DP) 0.082 

Penggelapan Pajak (PP)   

Etika Uang (EU) 0.052 

Keadilan Pajak (KP) 0.157 

Sistem Perpajakan (SP) 0.468 

Variabel Sample 

Mean 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDE

V|) 

P 

Values 

Keputusan Kesimpulan 

KP -> PP 0,276 0,081 3,289 0,001 H0 ditolak Signifikan 

SP -> PP 0,451 0,079 5,757 0,000 H0 ditolak Signifikan 

DP -> PP 0,169 0,067 2,619 0,009 H0 ditolak Signifikan 

EU -> PP 0,120 0,053 2,292 0,022 H0 ditolak Signifikan 
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varibael Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Pajak dan Etika Uang berpengaruh secara 

signifikan pada Penggelapan Pajak.  

 

Interpretasi Hasil 

Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Niat Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak 
Berdasarkan tabel pengujian memunjukkan bahwa t statistik variabel keadilan pajak memperoleh 

angka sebesar 3,289 yang berarti memiliki nilai melebihi t table 1,96 dan nilai f square sebesar 15,7% yang 

berarti keadilan pajak memiliki pengaruh sedang terhadap niat wajib pajak mengenai penggelapan pajak. 

Dengan begitu, dapat dijelaskan bahwa penerapan keadilan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap etika 

penggelapan pajak. Pengaruh keadilan pajak terhadap niat wajib pajak mengenai penggelapan pajak ialah 

positif. Dari penjelasan di atas, diperoleh informasi jika variabel keadilan pajak mempengaruhi penggelapan 

pajak secara signifikan dan positif sehingga H1 diterima.  

Hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa hipotesis null gagal untuk ditolak. Berdasarkan penelitian 

Suminarsasi (2011) yaitu hasil perhitungan nilai f bahwa adanya pertentangan antara nilai positif 

dengan harapan nilai unstandardized coefficient beta, yakni negatif. Maka hipotesis pertama tidak 

terdukung, sehingga hipotesis null gagal ditolak. Perebedaan antara hipotesis dengan hasil penelitian 

dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya: perbedaan variabel yang digunakan, adanya faktor 

internal yaitu perbedaan sampel yang digunakan dan perbedaan lingkungan serta budaya dari sampel 

yang digunakan. Sehingga semakin tingginya tingkat keadilan pajak yang diterapkan maka kian 

adanya anggapan tidak etisnya tindakan penggelapan pajak untuk dilakukan.  

Berdasarkan Theory of Planned Behavior (TBP), suatu perbuatan seseorang yang dilakukan 

berasal dari niat untuk melakukan perbuatan tersebut. Apabila dihubungkan dengan teori tersebut, 

maka kecenderungan perilaku individu dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Jika tidak adanya 

keadilan pada wajib pajak, maka menimbulkan persepsi mengenai tindakan penggelapan pajak dan 

ia merasa mendapatkan tekanan sosial dan menimbulkan persepsi dari wajib pajak mengenai 

tindakan penggelapan pajak (Ervana, 2019). Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Faradiza 

(2018), Nurfadila (2020) dan Sari et al., (2021) bahwa keadilan pajak berpengaruh secara signifikan 

dan positif terhadap tindakan penggelapan pajak.  

 
Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Niat Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak 

Berdasarkan tabel pengujian memunjukkan bahwa t statistik variabel sistem perpajakan memperoleh 

angka sebesar 5,757 yang berarti memiliki nilai melebihi t tabel 1,96 dan nilai f square sebesar 46,8% yang 

berarti sistem perpajakan memiliki pengaruh besar terhadap niat wajib pajak mengenai penggelapan pajak. 

Dengan begitu, dapat dijelaskan bahwa penerapan sistem perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap 

etika penggelapan pajak. Pengaruh sistem perpajakan terhadap niat wajib pajak mengenai penggelapan pajak 

ialah positif. Dari penjelasan di atas, diperoleh informasi jika variabel sistem perpajakan mempengaruhi 

penggelapan pajak secara signifikan dan positif sehingga H2 diterima. 

Hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa hipotesis null gagal untuk ditolak. Berdasarkan penelitian 

Suminarsasi (2011) yaitu hasil perhitungan nilai f bahwa adanya pertentangan antara nilai positif 

dengan harapan nilai unstandardized coefficient beta, yakni negatif. Maka hipotesis pertama tidak 

terdukung, sehingga hipotesis null gagal ditolak. Perebedaan antara hipotesis dengan hasil penelitian 

dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya: perbedaan variabel yang digunakan, adanya faktor 

internal yaitu perbedaan sampel yang digunakan dan perbedaan lingkungan serta budaya dari sampel 

yang digunakan. Sehingga semakin baik dan terkendalinya penerapan terkait sistem perpajakan, 

maka kian adanya anggapan tidak etis tindakan penggelapan pajak untuk dilakukan hingga dapat 

mengurangi atau menekan terjadinya tindakan penggelapan pajak (Putri, 2017). 

Variabel sistem perpajakan sejalan dengan teori yang dipakai yaitu TPB (theory of planned 

behavior) yang dapat dijelaskan bahwa pemberian respon positif ataupun negatif oleh seseorang 

terkait hal yang disukainya dalam hal ini adalah sistem perpajakan yang baik, maka adanya respon 

positif dari wajib pajak. Begitu pun sebaliknya, apabila penerapan sistem perpajakan buruk maka 

wajib pajak akan cenderung memberikan respon negatif yang berujung adanya anggapan bahwa etis 

tindakan penggelapan pajak untuk dilakukan (Zainuddin et al., 2021). Hasil penelitian ini selaras 

dengan penelitian Putri (2017), Maharani et al., (2021) dan Rachmadeka & Andayani (2021) bahwa 

sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak. 

 

Pengaruh Diskriminasi Pajak terhadap Niat Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak 
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Berdasarkan tabel pengujian memunjukkan bahwa t statistik variabel diskriminasi pajak memperoleh 

angka sebesar 2,619 yang berarti memiliki nilai melebihi t tabel 1,96 dan nilai f square sebesar 8,2% yang 

berarti diskriminasi pajak memiliki pengaruh kecil terhadap niat wajib pajak mengenai penggelapan pajak. 

Dengan begitu, dapat dijelaskan bahwa Diskriminasi Pajak memberikan pengaruh signifikan pada 

penggelapan pajak. Pengaruh diskriminasi pajak terhadap niat wajib pajak mengenai penggelapan 

pajak ialah positif sehingga H3 diterima. 

Dari data yang didapatkan, tingkat diskriminasi yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Semarang Candisari termasuk pada golongan kecil. Tingkat diskriminasi yang tergolong 

kecil ini dapat dikatakan tidak mempunyai pengaruh pada penggelapan pajak, dimana hal tersebut 

dapat diindikasikan bahwa tergolong kecil tingkat diskriminasi maka tidak bisa meminimalisir 

terjadinya penggelapan pajak dikarenakan rendahnya diskriminasi yang terjadi, tindakan 

penggelapan pajak tetap bisa dilaksanakan karena faktor dan alasan lain seperti kepentingan pribadi 

dan bukan karena faktor diskriminasi (Fhyel, 2018).  

Berdasarkan teori TPB (theory of planned behavior) dapat dijelaskan faktor penting yang 

menjadi dasar bagi wajib pajak untuk bertindak adalah kontrol perilaku yang didasari oleh niat yang 

dapat diartikan sebagai keyakinan akan sesuatu yang menghambat atau mendukung perilaku dan 

memperlihatkan kuat atau tidaknya niat yang mendukung atau menghambat perilaku tersebut. Dalam 

hal ini jika adanya diskriminasi pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak, maka dapat mendorong 

timbulnya niat buruk pada wajib pajak karena adanya anggapan etis melakukan tindakan 

penggelapan pajak (Zainuddin et al., 2021). Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Komang 

& Julianti (2017), Halifah & Sayidah (2021) dan Monica & Arisman (2018) bahwa diskriminasi 

pajak berpengaruh signifikan dan positif pada tindakan penggelapan pajak.  

 

Pengaruh Etika Uang (Money Ethic) terhadap Niat Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak 
Berdasarkan tabel pengujian memunjukkan bahwa t statistik variabel etika uang memperoleh 

angka sebesar 2,292 yang berarti memiliki nilai melebihi t tabel 1,96 dan nilai f square sebesar 5,2% 

yang berarti etika uang memiliki pengaruh kecil terhadap niat wajib pajak mengenai penggelapan 

pajak. Dengan begitu, dapat dijelaskan bahwa Etika Uang memberikan pengaruh signifikan pada 

etika penggelapan pajak. Pengaruh etika uang terhadap niat wajib pajak mengenai etika 

penggelapann pajak ialah positif sehingga H4 diterima.  

Berdasarkan teori TPB (theory of planned behavior) menjelaskan bahwa respon positif 

ataupun negatif yang diberikan individu mengenai hal yang memiliki kaitan dengan sesuatu yang 

disukainya dimana dalam hal ini yaitu adanya kecenderungan individu dalam cintanya terhadap uang 

sehingga individu tersebut akan memberi respon negatif dalam menjalani kewajiban pajaknya, 

dengan begitu individu tersebut akan terdorong untuk melakukan penggelapan pajak (Solikah, 2021). 

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Liefa & Dewi (2020), Nugroho et al., (2020) dan 

Pratama et al., (2020) bahwa etika uang (money ethic) berpengaruh positif terhadap tindakan 

penggelapan pajak.  

 
KESIMPULAN DAN KETERBATASAN 

Kesimpulan 

1. Keadilan pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap niat wajib pajak mengenai 

penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Candisari. 

Artinya bahwa, keadilan dapat memberi pengaruh atas sikap dan niat seseorang dalam 

melaksanakan kewajiban pajaknya.  

2. Sistem perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap niat wajib pajak mengenai 

penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Candisari. 

Artinya bahwa, sistem perpajakan yang diterapkan dapat mempengaruhi dan mendorong 

wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya. 

3. Diskriminasi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap niat wajib pajak mengenai 

penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Candisari. 

Artinya bahwa, kecil atau besarnya tingkat diskriminasi menunjukkan tidak adanya pengaruh 

terhadap tindakan penggelapan pajak dan tidak dapat mengurangi terjadinya tindakan 

penggelapan pajak. 
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4. Etika uang (money ethic) berpengaruh signifikan dan positif terhadap niat wajib pajak 

mengenai penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang 

Candisari. Artinya bahwa, Etika uang yang tinggi pada seseorang dapat mendorongnya 

kepada perilaku kejahatan yang memiliki kaitan erat dengan “ketamakan” sehingga dapat 

mengarahkan seseorang untuk berperilaku tidak etis.  

Keterbatasan 

1. Penelitian ini hanya mencakup ruang lingkup responden wajib pajak orang pribadi, sehingga dalam 

generalisasinya masih terdapat keterbatasan. 

2. Penggunaan variabel pada penelitian ini hanya mengenai keadilan, sistem, diskriminasi dan etika 

uang (money ethic), sedangkan masih banyaknya variabel lain yang memiliki pengaruh cukup kuat 

terhadap tindakan penggelapan pajak.  

3. Terdapat beberapa pertanyaan dalam kuesioner yang memiliki kaitan kurang kuat dengan 

variabel penelitian dan tidak menanyakan terlebih dahulu kepada responden yang dituju 

terkait kepemilikan NPWP sebagai wajib pajak 

4. Penggunaan metode convienece sampling yang digunakan, dimana keterbatasan metode ini 

tidak memerlukan seleksi berlanjut dalam pengambilan sampelnya dan dapat menimbulkan 

bias dalam pengambilan keputusannya 

 

SARAN 

1. Memperluas ruang lingkup penelitian dengan menggunakan beberapa responden yang 

berbeda agar hasil yang didapat dapat menggeneralisasi secara lebih luas, seperti wajib pajak 

badan dan KPP lain.  

2. Jumlah variabel independen yang ditambahkan dan memiliki pengaruh atas penggelapan 

pajak seperti tarif pajak, sanksi pajak, religiusitas dan lain-lain. 

3. Penelitian selanjutnya disarankan menyajikan pertanyaan kuesioner yang lebih relevan 

dengan variabel penelitiannya. 

4. Pemilihan metode pengambilan sampel yang lebih tepat dan disesuaikan dengan kebutuhan 

penelitian serta ketepatan jawaban dari responden yang dituju.  
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